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12.
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14.
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
Keputusan Ketua Mahkahmah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I12012  tentang  Standar  Pelayanan Peradilan;
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah
Agung RI (Buku {l);

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJUISK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJUISK/HM.02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 Tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

SK KMA Nomor 129 KMA/SKNVII/2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS
Il TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN
NEGERI PADANG PANJANG KELAS It TAHUN 2023
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Pengadilan Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas |l menyediakan akses
informasi terhadap putusan secara online dengan melakukan proses pengaburan
terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan;

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja
Informasi yang ada pada Layanan Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
PN Padang Panjang Kelas Ii;

Pengadilan Negert Padang Panjang Kelas Il memberikan jawaban dapat
ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam)
hari kerja;

Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas |l wajib memberikan informasi yang
diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak
permohonan informasi dimohonkan;

Pengadilan Negert Padang Panjang Kelas |i dapat meminta perpanjangan waktu bila
diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit
ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk
menggandakannya,

Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Padang Panjang
Kelas Il menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari
melalui meja informasi;

Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas Il akan memungut biaya penyalinan
informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar dan tidak memungut
biaya lainnya.

STANDAR PELAYANAN PERKARA
Dasar Hukum;

oA WN =

9.

10.

HIR/Rbg;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum,;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

SK KMA Nomor: KMA/Q32/SK/V/2006 tentang Pemberiakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Perkara Perdata.

1.

Pelayanan Permohonan:

a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas I,

b. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pengadilan Negerl Padang Panjang Kelas H wajib memberikan bukti
register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang
besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Padang
Panjang Kelas 1l dan dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) melalui
aplikasi ecourt;

c. Pemohon membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar
(SKUM) dart Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu
Satu Pintu PN Padang Panjang Kelas I yang berisi informasi imengenai rincian
panjar biaya perkara yang harus dibayar pemohon melakukan pembayaran
panjar melalui Bank;
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f. Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan
tembuasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
g. lIsi pemberitahuan singkat /notifikasi/somasi secara tertulis yaitu:
= Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan
pelanggaran,
= Jenis pelanggaran;
»  Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
= Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
* Prosedur acara persidangan mengacu pada HIR/RBg;

G. Pelayanan Gugatan Sederhana

1.

2.

10.

Dasar Hukum: PERMA No.2 Tahun 2015, PERMA No. 4 Tahun 2019, tentang
Perubahan atas perma No 2 Tahun 2015;

Masyarakat dapat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Padang
Panjang Kelas |l melaiui Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyerahkansurat gugatan atau dengan
mengisi blanko gugatan yang disediakan di Pelayanan Perdata pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Padang Panjang Kelas | dengan melampirkan bukti
surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;
Gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu:

a. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;

c. Bukan sengketa hak atas tanah;

d. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki
kepentingan hukum yang sama;

e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui,

f. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang

sama;
Gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu:

Panitera PN Padang Panjang Kelas i selanjutnya melakukan pemeriksaan syarat
pendaftaran gugatan sederhana, apabila tidak memenuhi syarat, maka gugatan
dikembalikan dan apabila telah memenuhi syarat, maka gugatan sederhana dicatat
dalam buku register khusus gugatan sederhana;

Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar
(SKUM) dari Petugas Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu PN Padang Panjang Kelas |l yang berisi informasi mengenai rincian panjar
biaya perkara yang harus dibayar penggugat melakukan pembayaran panjar melalui
ecourt;

Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas
Kepaniteraan Muda Perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Padang
Panjang Kelas Il untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat
Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari itu;
Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara
Cuma-Cuma atau prodeo;

Petugas Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara gugatan sederhana
kepadaKetua Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas Il untuk ditetapkanhakim
tunggal dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Penganti untuk membantu
Hakim dalam hari itu juga;

Hakim Tunggal yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas materi
gugatan sederhana, apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa
gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan
penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret
dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada
Penggugat dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum
apapun,
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dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi Padang
diberitahukan kepada terdakwa/penuntut umum dan selanjutnya dibuatkan akta
permohonan kasasi oleh Panitera;

Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu, oleh panitera dibuat Surat
Keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal,
selanjutnya Surat Keterangan Panitera tersebut diteliti kebenarannya, Ketua
Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas Il menerbitkan Penetapan yang
menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, dan
berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi
dilakukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan iambahan
memori kasasi (jika ada), untuk itu Kepaniteraan Muda Pidana membuat akta
tanda terima memori/tambahan memori;

Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum,
Kepaniteraan Muda Pidana wajib menanyakan alasan mengajukan
permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan Permohonan
kasasi;

Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas I|I memberitahukan
tembusan memori kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu Jurusita
membuat tanda terima;

Termohon kasasi dapat mengaiukan kontra memori kasasi. Dalam hal termohon
kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk itu Kepaniteraan pidana
memberikan surat tanda terima;

Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan
kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh
Penasehat hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Padang
Panjang Kelas Il membuat akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh
Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri
Padang Panjang Kelas Il, selanjutnya akta tersebut dikirimkan ke Mahkamah
Agung.

Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali pidana;

a.

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh
Kepaniteraan Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pemyataan Peninjauan Kembali
yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon Peninjauan Kembali serta
dicatat dalam Buku Register;

Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami
hukum, Kepaniteraan wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam
Akta Pernyataan Peniniauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register;
Dalam tenggang waktu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK, Ketua PN Padang
Panjang Kelas Il wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara
semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan
permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Dalam tenggang wakitu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada
Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas I| memeriksa apakah permohonan
PK telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau
ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam
hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dan dapat
menyampaikan pendapatnya;

Pelayanan Administrasi Praperadilan;

a.

Permohonan Praperadilan dari pemohon atau ahli Warisnya diterima oleh
Petugas Kepaniteraan Muda Pidana pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) PN Padang Panjang Kelas Il serta dicatat dalam Buku Register;









